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MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN

NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025
TENTANG

 Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024
	Pemohon
	:
	Drs. H. Mara Ondak, M.M. dan Desrizal, S.KM., M.Kes. 
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, Nomor Urut 2;

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman

	Pihak Terkait
	:
	Welly Suhery, S.T. dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, Nomor Urut 1;

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
Dalam Pokok Permohonan:
1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 
2) Menyatakan diskualifikasi terhadap Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. sebagai Calon Wakil Bupati Pasaman dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
3) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024; 
4) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, sepanjang Calon Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc.;
5) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, sepanjang Calon Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc.;
6) Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung/pengusul Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti Welly Suhery, S.T. sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, serta tanpa mengubah nomor urut yaitu nomor urut 1;
7) Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. sebagai calon Wakil Bupati Pasaman dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
8) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9) Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10) Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Kepolisian Resor Pasaman untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
11) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.


	Tanggal Putusan
	:
	 Senin, 24 Februari 2025



	Ikhtisar Putusan
	:
	



Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya mendalilkan yang pada pokoknya Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 merupakan mantan terpidana namun tidak pernah terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Hal demikian karena berdasarkan informasi dalam Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., pernah dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan 24 (dua puluh empat) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, dan terkait hal tersebut tidak terdapat upaya hukum sehingga terhadap perkara tersebut langsung berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon lebih lanjut mendalilkan masyarakat atas nama Wan Vibowo memasukkan Formulir Masukan/Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Politik tertanggal 21 September 2024 kepada Termohon. Selain kepada Termohon, Wan Vibowo juga melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman perihal Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana padahal Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. pernah dipidana yaitu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/03.13/IX/2024 tertanggal 22 September 2024, yang terhadap laporan tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman dikeluarkan status laporan “Bukan Pelanggaran” tertanggal 29 September 2024. Karena adanya perbedaan antara surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan informasi pada SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Tim Hukum Pemohon mempertanyakan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hingga kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Pembatalan Surat Keterangan Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 tertanggal 20 November 2024, yang pada intinya membatalkan dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana (Surat Nomor 370/SK/HK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel, bertanggal 16 Agustus 2024).


Bahwa selanjutnya dengan terbitnya Surat Keterangan Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024, Tim Hukum Pemohon kembali memasukkan laporan ke Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024 tertanggal 24 November 2024 dengan pelapor atas nama Sibet. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan klarifikasi pada tanggal 29 November 2024 dan mengeluarkan Surat Balasan Nomor 118/PP.01.02/K.SB-06/11/2024 bertanggal 29 November 2024, yang pada intinya menyatakan bahwa Laporan dugaan pelanggaran tertanggal 24 November 2024 dengan Nomor 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024, sedang dalam proses.

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Pasaman saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dan meminta untuk menunda Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 kepada Termohon dengan mengisi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dengan alasan pada pokoknya karena calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 1 adalah mantan terpidana yang tidak mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik, namun Termohon tetap melanjutkan proses Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 sebagaimana objek perkara a quo.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Pasaman 851/2024), Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Pasaman 851/2024 pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 pukul 21.48 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 12.36 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam/telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon beralasan/ tidak beralasan menurut hukum.


Sementara itu, berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Menurut Mahkamah terhadap dalil Pemohon yaitu terkait dengan dugaan atau persoalan mengenai keterpenuhan persyaratan calon, yaitu berkenaan dengan persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang telah dimaknai dalam putusan-putusan Mahkamah. Dalil pelanggaran demikian, jika benar adanya, menurut Mahkamah merupakan “kondisi/kejadian khusus” yang dapat menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 guna membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut, oleh karenanya terhadap perkara a quo dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, sebagaimana juga telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 5 Februari 2025. Dengan demikian, meskipun Pemohon tidak memenuhi ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, oleh karena terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang dapat menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, maka terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pembuktian dalil Pemohon berkaitan dengan adanya “kondisi/kejadian khusus” a quo. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan Pemohon.

Berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (obscuur), setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon ternyata Pemohon telah dapat menguraikan alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) oleh karenanya Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya yang dimohonkan oleh Pemohon. Terlebih eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait telah memasuki hal-hal yang berkaitan dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, terkait dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, oleh karena syarat kedudukan hukum mengenai ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait a quo harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum pula. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.
Bahwa berkenaan dengan pokok Permohon, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 merupakan mantan terpidana namun tidak pernah terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. 


Mahkamah menemukan adanya persoalan pemenuhan syarat pencalonan dari Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. Fakta hukum tersebut berupa adanya dokumen persyaratan calon Wakil Bupati yang salah satunya Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 370/SK/HKJ/VII/2024/PN.Jkt.Sel bertanggal 16 Agustus 2024, namun surat tersebut kemudian dibatalkan dengan Surat Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 bertanggal 20 November 2024 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal pembatalan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah syarat untuk menjadi pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berkaitan dengan status mantan terpidana, telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dan Pasal 14 huruf f PKPU 8/2024. Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 mengatur, “(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”; 


Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah beberapa kali diuji dan diputus oleh Mahkamah, terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan alasan telah ternyata ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g sebagaimana yang dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019 tidak menyebabkan hilangnya jaminan dan perlindungan hak Pemohon dalam permohonan tersebut, sebagaimana prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tetap dengan pemaknaan sebagaimana dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, sebagai berikut.

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

… 

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”


Bahwa sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tersebut di atas, adalah pemaknaan terkait dengan “telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” bagi terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman hukumnya 5 (lima) tahun atau lebih. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terkait dengan frasa “atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” sebagaimana termuat dalam angka 2 amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juli 2017, masih tetap relevan untuk dipertahankan. Hal demikian karena frasa “atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” tidak pernah dikoreksi atau dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah melalui putusan-putusan sesudahnya. Terlebih, secara faktual Mahkamah dalam konteks a quo telah mengimplementasikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2024 pada bagian pertimbangan hukum Paragraf [3.14] antara lain, sebagai berikut.

“12.

…

Dalam putusan a quo, Mahkamah telah secara jelas mengkonstruksikan syarat bagi perseorangan yang merupakan mantan terpidana untuk menjadi peserta Pemilu yang dalam putusan a quo, sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbangan putusan dimaksudkan untuk menyamakan syarat bagi mantan terpidana yang akan berkontestasi dalam jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk, in casu, anggota DPD. Tafsir Mahkamah atas ketentuan Pasal 182 huruf g tersebut harus dibaca satu nafas antara Pasal 182 huruf g (i), (ii), dan (iii). Pembacaan secara terpisah akan menimbulkan distorsi makna dan menghilangkan esensi makna keseluruhan ayat tersebut dan ruh yang mendasari perumusannya. Ketentuan tersebut telah secara jelas membedakan konstruksi ancaman pemidanaan antara tindak pindana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang atasnya dikenai syarat jeda 5 (lima) tahun bagi terpidana yang telah menjalaninya dan ingin berkontestasi kembali sebagai peserta pemilu dengan tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 (lima) tahun atau lima tahun ke bawah yang perlu Mahkamah tegaskan tidak termasuk dalam cakupan yang dikenai syarat jeda 5 (lima) tahun bagi terpidana yang menjalaninya. Artinya, angka pidana 5 (lima) tahun dalam konteks a quo yang menjadi titik temu kedua ancaman pidana tersebut tidak dapat dimaknai sebagai ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun. Dua jenis ancaman pidana dimaksud memiliki garis demarkasi yang jelas terpisah dan tidak berarsiran satu sama lain sehingga haruslah dibedakan antara ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun. Dalam konteks status Pemohon sebagai mantan terpidana adalah tidak terikat dengan ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun sebagaimana telah menjadi pertimbangan hukum Putusan PTUN Jakarta 600/2023.

13.
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, ketentuan, dan putusan-putusan Mahkamah di atas, menurut Mahkamah seharusnya Termohon menindaklanjuti Putusan PTUN Jakarta 600/2023, yaitu mencabut Keputusan KPU 1563/2023 dan selanjutnya menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemohon masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD. Ketidakpatuhan menindaklanjuti utusan pengadilan menurut Mahkamah menimbulkan ketidakpastian, menunda keadilan, dan menurunkan kewibawaan institusi peradilan. Dalam kaitannya dengan Pemohon maka ketidakpatuhan tersebut telah menciderai hak konstitusional warga negara yang seharusnya dan telah memenuhi syarat untuk dipilih. Oleh karena itu, demi memulihkan hak konstitusional warga negara yang telah memenuhi syarat untuk dipilih dalam kontestasi pemilu DPD dan kepastian hukum yang adil maka Keputusan KPU 1563/2023 menjadi tidak dapat diberlakukan dan harus dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan dinyatakan tidak berlaku dan tidak sahnya Keputusan KPU 1563/2023 juga berakibat hukum batal dan tidak sahnya Keputusan KPU 360/2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat, oleh karenanya menurut Mahkamah tidak ada lagi hasil perolehan suara pemilu calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan calon terpilih anggota DPD Sumatera Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih dan juga guna menjaga prinsipprinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat dengan kewajiban mengikutersertakan Pemohon.

14.
Bahwa berkenaan dengan pemungutan suara ulang yang akan diikuti oleh Pemohon yang dilakukan tanpa dilakukan melalui kampanye, sehingga menjadi penting bagi pemilih untuk mengetahui latar belakang calon agar pemilih mendapatkan sebanyak mungkin informasi mengenai jati diri calon yang akan dipilih termasuk apabila pernah tersangkut masalah hukum. Dalam hal ini hanya Pemohon yang belum menyampaikan secara terbuka dan jujur tentang jati dirinya, oleh karenanya menurut Mahkamah terdapat kewajiban bagi Pemohon untuk menyampaikan kepada publik mengenai jati dirinya termasuk pernah menjadi terpidana.


Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum putusan tersebut,  melalui Putusan a quo perlu Mahkamah menegaskan kembali yakni bagi mantan terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang ancamannya di bawah 5 (lima) tahun tidak perlu menunggu adanya “masa tunggu/jeda” melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak mantan terpidana selesai menjalani pidananya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tidak menghilangkan kewajibannya untuk secara terbuka dan jujur mengumumkan mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana. 

Bahwa setelah Mahkamah mencermati Surat Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 bertanggal 20 November 2024 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang pada pokoknya menyatakan adanya kekeliruan dalam SIPP dan yang bersangkutan ternyata pernah dipidana dengan sanksi pidana 2 (dua) bulan 24 (dua puluh empat) hari yang ancaman pidananya adalah maksimal 3 (tiga) tahun penjara, yang seharusnya menurut Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 (tindak pidana turut serta/bersama-sama melakukan penipuan) ancaman pidananya adalah maksimal 4 (empat) tahun penjara. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut serta berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang pada pokoknya menegaskan bagi mantan terpidana terdapat kewajiban untuk secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana, maka terhadap Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. yang dijatuhi hukuman pidana 2 (dua) bulan 24 (dua puluh empat) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 293/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang putusannya dijatuhkan pada tanggal 26 Juli 2022, dan terhadap putusan tersebut tidak dilakukan upaya hukum sehingga langsung mempunyai kekuatan hukum tetap serta  Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. ternyata belum melewati masa 5 (lima) tahun untuk melepaskan diri dari kewajiban untuk mengemukakan secara jujur dan terbuka berkenaan dengan yang bersangkutan mantan terpidana. Oleh karena itu, Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. tetap dipersyaratkan secara terbuka dan jujur mengemukakan mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana ketika akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah. Di samping itu, kewajiban demikian harus dibuktikan pula dengan menyertakan surat keterangan dari pimpinan redaksi/media adanya pengumuman dimaksud sebagai kewajiban pemenuhan syarat administrasi pencalonan (vide Pasal 22 huruf a PKPU 8/2024).
Bahwa lebih lanjut Mahkamah mempertimbangkan berkenaan dengan munculnya Surat Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 bertanggal 20 November 2024, perihal pembatalan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Surat pembatalan dimaksud ditanggapi oleh Termohon dengan merespon bahwa Termohon dalam hal ini hanyalah pengguna data berupa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Oleh karena itu, ketika surat tersebut Termohon dijadikan dasar untuk menyatakan calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., memenuhi syarat [vide Bukti T-12], maka keputusan Termohon adalah sah secara hukum, namun ketika dalam perjalanannya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menarik kembali surat keterangan a quo, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mana penarikan surat tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada Termohon sebagai pengguna dokumen. Sementara itu, Pihak Terkait merespon dengan menyatakan pada pokoknya yang bersangkutan dengan iktikad baiknya mendatangi kembali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengurus surat keterangan pernah sebagai terpidana sehingga pada tanggal 10 Desember 2024 keluar Surat Keterangan Pernah Sebagai Terpidana Nomor 809/SK/HK/XII/2024/PN.Jkt.Sel [vide Bukti PT-11], dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 in casu Pihak Terkait terbukti tidak cacat hukum, sehingga tidak terdapat dasar dan alasan untuk dibatalkan atau didiskualifikasi. 

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, demi mewujudkan/menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas maka rambu-rambu atau batasan-batasan tertentu sebagai syarat pencalonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan harus dipenuhi secara keseluruhan oleh masing-masing calon tanpa terkecuali. Lebih lanjut, adanya pembatasan-pembatasan dimaksud adalah semata-mata untuk menjamin hak dan kebebasan bagi para pemilih untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki kompetensi cukup, berintegritas, dan jujur. Berkenaan dengan sikap jujur dari para calon Peserta Pemilihan dapat dibuktikan pada saat mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan. Oleh karena itu terhadap syarat administrasi pencalonan, para calon peserta pemilihan harus mengisi dokumen dengan baik dan benar yang didasarkan adanya kejujuran sebagai salah satu parameter peserta pemilihan adalah berintegritas. Bahwa  berkaitan dengan syarat-syarat dimaksud  terdapat syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian [vide Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016], oleh karena itu terkait dengan hal tersebut surat keterangan catatan kepolisian sebagai bukti tidak pernah melakukan perbuatan tercela harus diisi dengan berdasarkan data yang ada pada pemohon surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dimaksud, yaitu Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. Dengan demikian jika hal tersebut dicermati secara saksama, khususnya bukti P-5 ternyata dalam surat keterangan catatan kepolisian ditegaskan tidak terdapat catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun untuk Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. Sehingga sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang dituntut adanya sikap jujur, maka sejak dikeluarkan surat keterangan catatan kepolisian dimaksud pada tanggal 12 Agustus 2024 yaitu jauh sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon yaitu pada tanggal 22 September 2024 Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. seharusnya telah menolak dan secara jujur menyatakan bahwa surat keterangan catatan kepolisian dimaksud adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan data pribadi yang sebenarnya, karena tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Demikian halnya pada saat Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. mendapatkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 16 Agustus 2024, seharusnya juga menyatakan keberatannya, karena hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dengan kata lain Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. sesungguhnya sejak awal sudah bisa menyampaikan kepada Termohon, bahwa pernah dijatuhi pidana karena ”bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan” di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun yang terjadi hal tersebut tidak dilakukan oleh Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. dan lebih memilih “disembunyikan”. Sebab, terkait dengan hal tersebut, Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. yang merupakan mantan terpidana, sudah seharusnya menyampaikan secara terbuka dan jujur kepada lembaga/instansi terkait yang mengeluarkan dokumen syarat pencalonan bahwa dirinya pernah dijatuhi pidana dan telah selesai menjalani pidananya. Oleh karena itu, jika dari awal sikap batin dari Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., tidak berniat “menyembunyikan” latar belakang dirinya mantan terpidana, maka manakala hal tersebut pun dilakukan namun masih terdapat kekeliruan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi terkait, maka yang bersangkutan masih dapat menyampaikan kebenaran peristiwanya secara langsung kepada Termohon sebagai pengguna dokumen untuk mencari penyelesaian persoalan dimaksud. Terlebih, masih ada rentang waktu untuk perbaikan dokumen kelengkapan syarat pencalonan sebelum penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati, sehingga tidak ada alasan bagi Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. untuk menutupi latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana kepada Termohon/pemilih.

Bahwa selain itu, berkenaan dengan Termohon sebagai pengguna dokumen syarat pencalonan, maka sudah seharusnya Termohon cermat dalam memverifikasi dokumen yang diserahkan oleh masing-masing calon. Terlebih adanya masukan/tanggapan masyarakat dari atas nama Wan Vibowo yang juga dilengkapi bukti print out dari website Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjukkan calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. pernah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 293/Pid.B/2022/PNJkt.Sel, yang mana masukan/tanggapan masyarakat tersebut diterima oleh Termohon pada tanggal 21 September 2024 atau satu hari menjelang ditetapkannya pasangan calon sesuai dengan jadwal tahapan yakni pada tanggal 22 September 2024. Bahwa dengan alasan karena sudah sempitnya batas waktu untuk penetapan pasangan tersebut sehingga Termohon tidak memanggil pelapor [vide Risalah Sidang perkara a quo tanggal 11 Februari 2025, hlm. 68-69], dan menjadikan Termohon membenarkan tindakannya hanya sebagai pengguna dokumen hanya menerima dokumen apa adanya sedangkan kebenaran materiil diserahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bertanggungjawab sebagai instansi yang mengeluarkan dokumen dimaksud. 


Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat berkenaan dengan legalitas/keabsahan persyaratan pencalonan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. sebagai Calon Wakil Bupati  dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 haruslah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan cacat hukum. Sementara itu, terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.
Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 
2) Menyatakan diskualifikasi terhadap Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. sebagai Calon Wakil Bupati Pasaman dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
3) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024; 
4) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, sepanjang Calon Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc.;
5) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, sepanjang Calon Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc.;
6) Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung/pengusul Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti Welly Suhery, S.T. sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, serta tanpa mengubah nomor urut yaitu nomor urut 1;
7) Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. sebagai calon Wakil Bupati Pasaman dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
8) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9) Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10) Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Kepolisian Resor Pasaman untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
11) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
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